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BABI

PENDAHULUAN 4

A. Latar Belakang

Sistem hukum tata negara Republik Indonesia yang mengatur tentang 

tanah, menempatkan tanah sebagai; bagian yang sangat penting. Dimana pertanian 

menjadi mata pencaharian yang terpenting bagi sebagian rakyat, sehingga sudah 

selayaknya hukum tanah mempunyai kedudukan yang utama di antara hukum- 

hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia tergolong negara 

Agraris, artinya tidak kurang darii 70 persen susunan perekonomian atau corak 

kehidupannya bersifat agraris.

Tanah di Indonesia mempunyai fungsi dan peran yang mencakup aspek 

penghidupan dan kehidupan masyarakat. Bukan hanya aspek ekonomis di mana

i

tanah merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat, karena sebagian besar

bangsa Indonesia mempunyai mata pencaharian sebagai petani, bahkan hal ini 

merupakan warisan nenek moyang yang terkenal dengan kehidupan bercocok 

tanam, melainkan juga aspek non ekonomis. Tanah juga penting sebagai tempat 

pemukiman, tempat peribadatan baihkan sebagai tempat peristirahatan terakhir.2

1 Sudargo Gautama dkk. 1973. Tafsiran UUPA. Alumni. Bandung hal M
2 ibid. hal. 51-52

1
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Persoalan yang sering timbul sehubungan dengan tanah salah satunya 

adalah bagaimana seseorang itu dapat mengakui bahwa sebidang tanah itu adalah 

miliknya. Salah satu bukti yang kuat untuk membuktikan pengakuan bahwa tanah 

tersebut adalah miliknya yaitu dengan adanya sertipikat hak milik atas tanah yang
3merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat yang diakui oleh negara.

Untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah maka hak tersebut 

terlebih dahulu didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi :

“Hak milik, demikian pula setiap peralihan,hapusnya dan pembebanannya 

dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang 

dimaksud dalam pasal 19 tentang pendaftaran tanah.”4

Perkembangan sistem hukum tanah di Indonesia paling penting kita 

perhatikan adalah dalam lapangan hukum perdata, di mana dalam lapangan 

hukum perdata ini segala sesuatu permasalahan yang menyangkut soal tanah 

sangat kompleks, baik pemilik tanahnya sebagai subjek maupun tanah sebagai 

objek.5

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria bagi masing-masing 

golongan rakyat yang ada pada waktu itu berlaku macam-macam peraturan 

hukum. Berdasarkan pasal 131 ayat (2) sub b Indische Stciatregeling Juncto pasal

3 ibid, hal. 52.
EfTendi Perangin, 1987, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah. Rajawali Pers. Jakarta.

Boedi Harsono. 2002, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- 
Undang Pokok Agraria, Djambatan. Jakarta, hal 232.

hal. 85.
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163 Indische Staatregeling tentang penggolongan penduduk yaitu untuk golongan 

eropa dan timur asing berlaku Hukum Perdata Barat (.Burgerlijke Wetbook), 

sedangkan untuk golongan Bumi Putera berlaku hukum adatnya masing-masing. 

Pada 1870 dikeluarkan “Agrarisch Wet" yang nyata tentang politik pertanahan 

pemerintah kolonial belanda dan masih banyak lagi peraturan-peraturan lainnya, 

kesemuanya itu mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan orang 

Belanda di Indonesia ini.6

Hukum Adat Indonesia yang mengakui bahwa tanah mempunyai 

hubungan “Religio-magis” yaitu hubungan penguasaan dan penggunaan tanah 

dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan baik kepentingan 

bersama sebagai mahluk sosial maupun kepentingan perseorangan.7

Hukum Adat yang berlaku, harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

sesuai dengan yang ditentukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang dasar-dasar dan ketentuan pokok, yaitu

yang

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, 
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat 
hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada harus sedemikian rupa 
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa tidak boleh bertentangan dengan 
Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.”

* ibid. hal 33.
Muchtar Wahid, 2008. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Republika.

Jakarta. l\al l.
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Hubungan hukum adat dengan hak penguasaan negara terdapat dalam 

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar-dasar dan 

ketentuan pokok yang berbunyi:

“Atas dasar ketentuan dalaim pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan 
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu ada pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat.”

Ketersediaan tanah yang dapat di manfaatkan oleh manusia adalah sangat 

terbatas, hal ini dapat dicermati dari rasio perbandingan antara manusia dengan 

pengadaan tanah yang tetap. Seiring dengan perkembangan keperluan manusia 

terhadap tanah, maka tidak heran nilai tanah menjadi makin meningkat. 

Pengaturan-pengaturan masalah pertanahan haruslah ditangani secara cermat oleh 

penguasa negara, terutama dalam penggunaan tanah untuk menunjang

pembangunan di Indonesia, misalnya dengan pembangunan gedung sekolah, 

pasar-pasar Instruksi Presiden, pembukaan jalan untuk membuka jalan yang 

terisolir dan sebagainya.8 Dengan pengaturan tersebut maka untuk menjamin 

kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah, maka hak tersebut harus 

didaftarkan, dengan didaftarkanya hak atas tanah maka diperoleh sertipikat 

sebagai tanda bukti hak milik. Pendaftaran tanah diatur mula-mula dengan

Boedi Harsono. op.cir. hal 54.
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 9

Pengertian sertipikat diatur dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

“Salinan buku tanah dan surat ukur yang ditetapkan Badan Pertanahan 
Nasional sedangkan sertipikat disebut sebagai surat tanda bukti yang 
berlaku sebagai alat bukti yang kuat untuk seseorang terhadap tanah yang 
dihakinya.

Pendaftaran tanah di Indonesia mengenal dua sistem yaitu sistem negatif

dan sistem positif. Menurut sistem negatif surat tanda bukti hak berlaku sebagai

tanda bukti yang kuat berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum dalam

sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan

yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat 

bukti lain,10 menurut sistem positif segala apa yang tercantum dalam buku 

pendaftaran tanah dan surat tanda bukti yang dikeluarkan adalah suatu hal yang 

bersifat mutlak. Artinya fungsi dari pendaftaran tanah adalah untuk memberi 

jaminan secara sempurna bahwa nama yang terdaftar didalam buku tanah sudah 

tidak dapat dibantah lagi sekalipun orang tersebut bukan pemilik sebenarnya.”11

9 Boedi Harsono. op.cit. hal 69.
Maria S Sumardjono. 1982 Serangkaian Aneka Masalah Hukum Agraria, Audi Afifest 

Yogyakarta, hal. 22.
11 Abdurrahman. 1980. Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria. Alumni, Bandung, hal.

92.
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Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia apabila dicermati 

menganut sistem negatif. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pembuktian suatu 

hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan orang 

yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan dihilangkan haknya, orang tersebut 

masih dapat menggugat orang yang terdaftar dalam buku sebagai orang yang 

berhak. Sebelumnya diatur oleh pada Pasal 19 ayat 2 (c) Undang-Undang Pokok 

Agraria bahwa pemberian surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang 

kuat. 12

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menentukan bahwa hak-hak atas

tanah di Indonesia adalah; Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak

pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain

yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan

Undang-Undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 53.13

Semua Hak Atas Tanah harus didaftarkan, sehingga mendapat sertipikat. 

Sertipikat hak milik atas tanah sebagai properti individual dalam realitasnya 

mengandung kelemahan, hal imi dikarenakan Indonesia menganut sistem

Maria S. Sumardjono. op.cii. hal 22.
R. Soebekti. dkk. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. 

Jakarta, hal. 457.
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pendaftaran negatif yang bertendensi positif yang menghasilkan kepastian hukum 

kemungkinan kurang dapat berlaku secara efektif.14

Peraturan-peraturan mengenai pertanahan yang dibuat oleh pemerintah 

kolonial Belanda Setelah Indonesia merdeka masih tetap berlaku. Peraturan 

pertanahan ini masih tersusun berdlasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah 

jajahan dan dirasakan sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara 

Republik Indonesia yang telah merdeka, maka pada tanggal 24 September 1960 

diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, tetapi mengingat sifatnya sebagai peraturan dasar bagi 

hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di dalamnya hanyalah asas-asas 

serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja, yang secara resmi dapat disebut 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berdasarkan Lembaran Negara Nomor 

104 Tahun 1960 pada diktum kelima Undang-Undang ini.15 UUPA didasarkan 

pada hukum adat tentang tanah dan dibuat secara sederhana serta dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.16

Berdasar mengenai kepastian hukum hak atas tanah yang relatif kurang 

kuat ini mendorong penyusun untukmeneliti tentang “EFEKTIFITAS

SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI PROPERTI

INDIVIDUAL DENGAN STUDI KASUS DI PALEMBANG “ karena di

Muchtar Wahid. 2208. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Republika, 
Jakarta, hal. 112.

15 ibid. hal. 575
,n Suyatna R., dalam; http://pse.Utba ng.dcptan.go.id/ind. diakses tanggal 27 Mei 2009

http://pse.Utba
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yarakat timbul banyak kasus mengenai sertipikat sehingga masih memerlukan 

penjelasan.

mas

B. Permasalahan

Permasalahan yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apakah kelemahan dari sistem pendaftaran hak milik atas tanah di indonesia ?

2. Bagaimana efektifitas sertipikat hak milik atas tanah sebagai properti 

individual ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap 

efektifitas sertipikat hak milik atas tanah di Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kelemahan sistem pendaftaran hak atas tanah di Indonesia.

2. Menjelaskan efektifitas sertipikat hak milik atas tanah sebagai properti

individual.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penyusun dalam penyusunan ini terdiri atas

kegunan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan dalam bidang hukum tanah pada khususnya, terutama yang
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berkaitan dengan efektifitas sertipikat hak milik atas tanah sebagai properti

individual.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi atau masyarakat luas

tentang efektifitas sertipikat hak milik atas tanah sebagai properti individual.

F. Metodologi Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah yang telah ditentukan dalam skripsi

ini diperlukan data serta bahan pendukung lainnya, yang tercakup dalam

metodelogi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian kombinasi 

antara penelitian empiris dan peneltian normatif yang bertitik berat pada 

penelitian empiris yang bersifat explanatoris. Penelitian empiris yang 

dilakukan dengan tehnik wawancara dan dianalisi dengan metode kualitatif, 

sedangkan penelitian normatif adalah penelitian dilakukan dengan menelusuri 

perundang-undangan yang ada.17 Dikatakan bersifat explanatoris karena 

mencari hubungan kausal antara beberapa variabel sehingga diperlukan 

penjabaran dalam menentukan sebab akibat tersebut.

Kris Sunarto. 2007. dalam; http://arc.ugm.ac.id/files diakses tanggal 18 jun

http://arc.ugm.ac.id/files
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2. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

di lapangan18, data primer ini melalui tehnik wawancara dengan Pejabat 

Badan Pertanahan kota palembang dan masyarakat pemegang sertipikat hak 

milik atas tanah. Dalam hal ini peneliti memilih Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) tingkat kota Palembang sebagai lokasi penelitian, dimana pada daerah 

tersebut peneliti memiliki nara sumber di lapangan yang dapat membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

Tehnik wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling

yaitu penyusun menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili

keseluruhan subjek penelitian (populasi).

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data 

primer,19 data sekunder ini di peroleh dari peraturan-peraturan pertanahan 

serta buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti.

3. Metode Analisis Data

Penyusun menggunakan metode kualitatif yaitu penyusun memusatkan 

perhatianya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu 

gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat,20 sehingga diperoleh suatu 

gambaran kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan tehnik induktif

18* Sunano. 2007. dalam-, http:// Are.ugTO.ac.id/fites- diakses tanggal \% juni 2009 
-o ^elcr ^'lakmud Marzuki. 2005, Penelitian Hukum. Kencana. Surabaya, hal. 155 
‘ Burhan Ashsofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipia. Jakarta, hal. 20-21.

http://_Are.ugTO.ac.id/fites
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yaitu menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam 

suatu kehidupan dengan memulai dari kenyataan menuju ke teori. Selain itu 

penyusun juga menggunakan tehnik deduktif yaitu cara menarik kesimpulan 

yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya umum dalam menilai suatu 

kejadian yang khusus.21

21 Ibid. hal. 74.
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